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SEKAPUR SIRIH

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI yang diselenggarakan di
Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 3-4 Juli 2018 telah membuktikan ke-
pada kita semua bahwa bekerja sama secara baik menjadikan kita mampu
lebih jernih melihat salah satu persoalan bangsa, yaitu stunting dari berbagai
pendekatan dan sudut pandang. Tantangan nasional terkait dengan
prevalensi stunting mendesak untuk menjadi perhatian tidak hanya oleh
pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, akademisi, industri, dan
pegiat masyarakat. Tentu perhatian tidak hanya terjadi dalam ruang-ruang
diskusi, tetapi pentingnya keterlibatan berbagai pihak melakukan aksi sesuai
dengan perannya masing-masing dalam upaya pencegahan stunting.

WNPG Xl saat ini melakukan pendekatan interdisiplin dalam merumus-
kan strategi, melalui bidang-bidang atau kelompok kerja yang komprehen-
sif, mencakup berbagai pokok bahasan serta melibatkan berbagai pihak
sehingga rumusan yang dihasilkan diharapkan dapat diimplementasikan
oleh banyak pihak, khususnya para akademisi. Forum ini diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh para akademisi untuk mengembangkan penelitian dasar
maupun terapan serta para praktisi dan pengambil kebijakan sehingga dapat
memberikan solusi pada peningkatan pangan dan gizi masyarakat yang pada
ujungnya akan mampu berkontribusi pada pencegahan stunting.

Inovasi-inovasi teknologi harusnya dapat lebih berperan dalam upaya
pengurangan dan pencegahan stunting, iimu sosial juga memiliki kontribusi
yang besar dalam mengubah perilaku hidup masyarakat untuk mendapat-
kan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat, sedangkan percepatan per-
baikan sanitasi atau pengolahan pangan yang sehat membutuhkan teknologi
yang tepat. Di sini tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan
perannya bagi bangsa Indonesia.
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Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-ting-
ginya kepada para pembicara dan pembahas, peserta, panitia, sponsor serta
semua pihak yang telah membantu terselenggaranya WNPG XI Tahun 2018.
Secara khusus, ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik disampaikan
kepada co-host, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(dahulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Koor-
dinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan — Kementerian Pertanian, Kemente-
rian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan
Standardisasi Nasional telah berperan aktif dalam penyelenggaraan ini.
Akhirnya, kami berharap semoga hasil rumusan rekomendasi WNPG XI, yang
disusun ulang menjadi masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024, dapat ditindaklanjuti dan menjadi acuan da-
lam penyusunan kebijakan dan program ke depan serta memberikan man-
faat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Terima kasih.
Ketua Pengarah,

Dr. L.T. Handoko

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
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WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI (WNPG) XI

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh secara fisik dan kecerdasan
pada anak usia 1000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi
kronis. Stunting merupakan isu nasional yang kompleks bagi bangsa Indo-
nesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Balitbangkes tahun 2013
menunjukkan sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita mengalami stunting. Se-
lain itu, menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) tahun 2017", Indonesia menempati posisi negara dengan prevalensi
stunting ke lima terbesar di dunia. Data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan
bahwa kondisi anak stunting tersebar dari Aceh hingga Papua dan tidak hanya
dialami oleh anak dari rumah tangga miskin, tetapi juga dialami oleh keluarga
tidak miskin. Dapat diprediksikan ketika usia emas Indonesia, yaitu pada
tahun 2045, Indonesia akan mengalami setidaknya sekitar 9 juta anak-anak
usia produktif yang mengalami kesulitan untuk bersaing dan mengurangi
pertumbuhan produktivitas pasar kerja. Kerawanan daya saing sumber
daya manusia (SDM) merupakan kerawanan bagi daya saing nasional secara
keseluruhan.

Pemerintah telah lama mengupayakan kebijakan dan program ser-
ta strategi intervensi, bahkan pada tahun 2017 telah terjadi perubahan
kebijakan dengan pendekatan integrasi dan konvergensi secara kebijakan-
program-strategi diawali 100 kabupaten dengan 1000 desa guna
pencegahan stunting. Selain itu, telah keluar pula Rencana Aksi Nasional
Pangan dan Gizi 2017-2019 pada bulan Oktober 2017. Namun demikian,
mengingat kompleksitas permasalahan stunting yang multi-dimensional,

1 Data berdasarkan publikasi yang berjudul "100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak
Kerdil (Stunting), Volume 1 yang disusun oleh TNP2K - Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
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kita tidak bisa hanya mengharapkan kementerian dan lembaga pemerintah,
melainkan semua elemen bangsa, yaitu industri, akademisi dan masyarakat
untuk menunjukkan kepedulian dengan secara aktif berperan sesuai tugas
dan kapasitasnya masing-masing.

WNPG merupakan forum lintas pemangku kepentingan, yang
diselenggarakan secara berkala 4 tahunan, dan pada tahun 2018 difokuskan
pada upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia, di mana sekaligus
merupakan salah satu target penting dalam capaian tujuan pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development Goals; SDGs). Tema WNPG XI Tahun
2018 vyaitu “Percepatan Penurunan Stunting Melalui Revitalisasi Ketahanan
Pangan dan Gizi dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Untuk itu, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama-sama
dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian
PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manu-
sia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan
- Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional memper-
siapkan pembahasan substansi sejak Januari 2018 melalui kelompok disku-
si terarah (Focus Group Discussion) maupun seminar/lokakarya pra-WNPG.
Sejak awal, berbagai kementerian, lembaga, universitas, asosiasi maupun
pihak industri dan pegiat masyarakat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan
penyusunan perumusan rekomendasi.

Fokus bahasan terbagi dalam bidang-bidang, yaitu:

I. Peningkatan Gizi Masyarakat
Il Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam
Il Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan
IV.  Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
V. Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi
Antusias publik tecermin dari jumlah kehadiran dan keterlibatan peserta

WNPG XI pada tanggal 3-4 Juli 2018, yaitu mencapai 1085 orang yang me-
wakili 130 organisasi/lembaga yang terdiri atas 25 perwakilan pemerintah
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pusat dari kementerian/lembaga (K/L), 30 perwakilan pemerintah daerah,
39 perwakilan perguruan tinggi/politeknik, 13 perwakilan organisasi
profesi/lembaga masyarakat, 10 perwakilan industri dan 13 perwakilan
organisasi internasional. Proses panjang dan intensif sejak Pra-WNPG telah
menghasilkan draf rancangan rekomendasi yang dibawa dalam forum WNPG
Xl untuk kembali didiskusikan dan dibahas serta dipertajam. Oleh karena itu,
Rumusan Rekomendasi WNPG Xl yang disusun telah meliputi berbagai aspek,
yaitu regulasi dan kebijakan; program, monitoring dan evaluasi, kelembagaan
dan koordinasi; pemberdayaan masyarakat; dan riset guna memperkuat ke-
bijakan dan program serta strategi pencegahan stunting di masa mendatang.
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PENINGKATAN GlZi
MASYARAKAT

1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

a.

Penyempurnaan istilah kategori status gizi pada Standar Antropo-
metri Anak serta penetapan Standar Antropometri bagi Ibu Hamil
dan Dewasa;

Penyempurnaan Angka Kecukupan Gizi dengan rerata Angka Ke-
cukupan Energi 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram
per kapita per hari, dan penyempurnaan Acuan Label Gizi serta Pe-
doman Pelabelan Gizi;

Penggunaan dan perbaharuan Data Komposisi Pangan Indonesia
secara berkelanjutan dan rutin di instansi terkait untuk penilaian,
perencananan konsumsi, dan penyediaan pangan;

Pengusulan pangan untuk keperluan medis khusus yang berfung-
si sebagai obat terkait paket manfaat sesuai /ndonesian Case Based
Groups untuk masuk dalam Formularium Nasional dan skema pem-
biayaan Jaminan Kesehatan Nasional;

Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten-
tang standar pelayanan minimal (SPM) perlu ditindaklanjuti melalui
adanya petunjuk teknis untuk seluruh kelompok sasaran, agar Pe-
layanan gizi tercantum dalam SPM Kesehatan.
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2. Aspek Program, Monitoring dan Evaluasi

a. Pemodelan perbaikan gizi, terutama pencegahan stunting dilakukan
melalui pendekatan wilayah, faktor dominan penyebab, sistem
pangan, konvergensi intervensi spesifik-sensitif, dan pemberdayaan
masyarakat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;

b. Pengembangan sistem surveilans gizi yang memastikan setiap data
di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) termasuk stunting secara de-
tail hingga tingkat desa secara intensif untuk memastikan intervensi
tepat sasaran;

C.  Peningkatan kampanye gizi seimbang dan "Isi Piringku" terutama
anak sekolah, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini,
dilengkapi pemantauan dan evaluasi menggunakan indeks gizi seim-
bang secara berkelanjutan;

d. Integrasi materi gizi seimbang dalam kurikulum atau proses pembe-
lajaran untuk anak sekolah mulai pendidikan anak usia dini sampai
sekolah lanjutan tingkat atas;

e. Peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan hewani, sayur
dan buah sesuai anjuran gizi seimbang terutama pada desa-desa
prioritas perbaikan gizi, termasuk stunting;

f.  Penyediaan/penempatan tenaga gizi (nutritionist) sebanyak satu
orang di setiap desa prioritas perbaikan gizi, termasuk stunting.
Tenaga ini sekaligus disiapkan untuk penguatan perencanaan gizi
spesifik dan sensitif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan
tingkat desa dan kecamatan;

g Pengembangan sistem penghargaan atau sanksi bagi kepala desa,
camat, bupati/walikota, gubernur, menteri dan lembaga yang
melakukan koordinasi dan capaian target dalam pembangunan
pangan dan gizi dengan baik/tidak baik;
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Pengembangan sistem penghargaan bagi perusahaan (dunia usa-
ha), organisasi masyarakat, pendidikan tinggi, dan organisasi profesi
yang melakukan kegiatan/program public-private-people professional
partnership yang terbukti berhasil memperbaiki pangan dan gizi
masyarakat.

3. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Penguatan kelembagaan kelompok kerja standar mutu dan kecukupan gizi
menjadi sekretariat nasional standar pangan dan gizi di bawah koordinasi
LIPI agar melaksanakan fungsinya secara berkelanjutan.

4. Aspek Riset

a.

Penyusunan peta jalan penelitian gizi yang komprehensif yang
dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan sebagai bagian dari peta jalan besar penelitian pangan
dan gizi, menjadi masukan bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, untuk dasar perumusan standar, perencanaan,
dan evaluasi kebijakan program pangan dan gizi;

Pengembangan model intervensi stunting dengan mempertimbang-
kan hasil penelitian formatif yang berkaitan dengan faktor sukses
dan faktor gagal perbaikan gizi pada tingkat desa, kecamatan, dan
kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengalaman sukses dari
mancanegara;

Penguatan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal dan
pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran perguruan
tinggi, badan penelitian dan pengembangan di berbagai level pe-
merintahan serta dunia usaha sebagai bagian dari upaya perbaikan
gizi masyarakat;
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Pengembangan pangan fungsionalyang diarahkan pada peningkatan
fungsi atau penurunan risiko penyakit sebagai upaya promotif dan
preventif dengan mengutamakan pemenuhan gizi seimbang;
Pengembangan penelitian tentang media/instrumen pendidikan gizi
yang efektif sesuai kelompok sasaran dengan mempertimbangkan
spesifik lokal.
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PENINGKATAN
AKSESIBILITAS PANGAN
YANG BERAGAM

1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

a.

Penetapan pola kebutuhan pangan di tingkat nasional dan daerah,
berdasarkan kelompok pangan dan komoditas berbasis keragaman
lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk dan kebutuhan
lainnya sebagai dasar perencanaan peningkatan konsumsi pangan
yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dikhususkan pada
wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi;

Evaluasi kebijakan dan identifikasi faktor-faktor kritis implementa-
si penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dengan
komoditas yang cocok dibudidayakan di wilayah setempat, disertai
dengan perubahan perilaku konsumsi dalam upaya menanggulangi
ketergantungan terhadap beras dan terigu;

Penjaminan ketersediaan dan akses air minum serta irigasi perta-
nian terutama di seluruh lokasi prioritas penanggulangan stunting.

2. Program, Monitoring dan Evaluasi

a.

Penambahan jumlah fasilitas infrastruktur penyimpanan dan fasilitas
pendukung serta mengupayakan pemerataan, sebagai buffer stock
terutama untuk pangan hasil hewani agar terkoneksi dengan jalur
rantai pasok dengan biaya yang terjangkau;

Pengembangan, pemberian fasilitas, dan pemanfaatan sistem
e-commerce untuk menekan biaya sehingga harga komoditas men-
jadi lebih terjangkau;
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C.  Peningkatan konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah terutama
bagi kelompok sasaran di lokasi prioritas penanggulangan stunting
dan kelompok rawan gizi lainnya melalui sosialisasi kepada ibu hamil,
anak sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan lem-
baga masyarakat lainnya, subsidi harga pangan, dan peningkatan
penghasilan rumah tangga;

d. Peningkatan pemenuhan penyediaan pangan yang makin beragam
dan bergizi melalui pangan olahan, pangan yang difortifikasi, untuk
ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak-anak, dan remaja;

e. Pemberian bantuan pangan nontunai bukan hanya pangan karbo-
hidrat, namun juga pangan protein hewani dan minyak nabati yang
difortifikasi vitamin A, dengan terus menjaga ketersediaannya yang
berkelanjutan;

f.  Pendidikan kepada calon pasangan usia subur maupun orang tua
yang memiliki anak balita tentang pemilihan pangan yang aman, be-
ragam, dan bergizi seimbang yang dapat dipraktikkan sesuai dengan
kondisi setempat.

3. Aspek Riset

Penelitian pangan lokal yang diarahkan untuk pengembangan inovasi pangan
yang menjadi mudah dan tahan disimpan, cita rasa yang bisa diterima,
mudah dalam penyajiannya, dan harga yang terjangkau.
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[1l. PENINGKATAN

PENJAMINAN KEAMANAN
DAN MUTU PANGAN

1. Aspek Kebijakan dan Regulasi

Penguatan dan implementasi program pengembangan regulasi di sepanjang
rantai pasok pangan (produksi, distribusi, konsumsi) dengan menerapkan
prinsip Good Regulatory Practices.

2. Aspek Program, Monitoring, dan Evaluasi

a.

Penguatan lembaga penilai kesesuaian meliputi pengadaan dan/
atau penguatan laboratorium uji dan/atau kalibrasi, penguatan je-
jaring, lembaga sertifikasi, lembaga penjamin halal, dan lembaga
inspeksi;

Penguatan program risk communication oleh competence authorities
di bidang keamanan dan mutu pangan;

Pengembangan sistem pengakuan penjaminan keamanan dan mutu
pangan yang dilaksanakan melalui skema jaminan pihak ke tiga
(lembaga akreditasi dan sertifikasi independen; 3 Party Assurance
Scheme);

Penambahan materi keamanan dan mutu pangan di sepanjang ran-
tai pasok pangan dalam komunikasi, informasi, edukasi, dan advoka-
si (KIEA) pencegahan stunting;
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e. Mengadopsi hasil kajian Food and Agriculture Organization/World
Health Organization 2017 yang telah dikembangkan sebagai kerang-
ka berpikir logis untuk membantu sistem nasional keamanan dan
mutu pangan di Indonesia;

f.  Pengembangan pedoman pengawasan sesuai kerangka sistem na-
sional keamanan dan mutu pangan yang efektif dan efisien (tidak
tumpang tindih);

g Pengembangan pedoman monitoring dan evaluasi sesuai kerangka
sistem nasional keamanan dan mutu pangan;

h. Pengembangan program pendidikan bagi pembina, pengawas,
perumus, negosiator kebijakan, dan pelaku usaha, di bidang
keamanan, kehalalan, dan mutu pangan.

. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

a. Implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
membutuhkan lembaga yang berperan sebagai “Koordinator Nasi-
onal Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan”;

b. Penguatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum; impor-
ekspor pangan; pemerintah pusat-pemerintah daerah dan
peningkatan peran pemerintah daerah dalam penjaminan kea-
manan dan mutu pangan; koordinasi kelembagaan penelitian dan
pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian,
dan industri. Selain itu, dibutuhkan penguatan koordinasi compe-
tence authorities bidang keamanan dan mutu pangan dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;

c. Implementasi sistem surveilans keamanan pangan dan sistem pe-
nanganan kedaruratan keamanan pangan;

d. Pengembangan sistem saling pengakuan antar-competence
authorities (risk managers);

e. Penguatan program dan independensi lembaga pengkaji risiko kea-
manan pangan nasional.
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4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

a.

Mewajibkan penerapan pedoman praktik yang baik pada produksi
pangan olahan tertentu, misalnya makanan pendamping air susu
ibu (MP-ASI) untuk menunjang 1000 hari pertama kehidupan;

Konsolidasi implementasi sistem pembinaan dan pengawasan kea-
manan pangan terpadu melibatkan multisektor, baik untuk pangan
segar, pangan olahan maupun pangan khusus; dan industri pangan
terutama di era digital; serta sistem dan skema khusus untuk usaha
mikro, kecil, dan menengah di sepanjang rantai pasok pangan dari
hulu ke hilir yang melibatkan petani, nelayan, petambak, pengolah,
dan lainnya;

Penguatan peran serta masyarakat dalam KIEA keamanan dan mutu
pangan terutama di era digital;

Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku untuk
membangun budaya keamanan dan mutu pangan dengan sumber
daya lokal (SDM, sumber daya alam, dan pendanaan).

5. Aspek Riset

Pengembangan National Risk Profilling dan National Risk Ranking;

Penyusunan peta jalan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang keamanan dan mutu pangan;

Penghitungan beban keamanan pangan dan penyakit bawaan
pangan (food borne diseases);

Pengaruh perubahan iklim terhadap keamanan dan mutu pangan
di Indonesia;

Pengkajian isu keamanan dan mutu pangan serta perdagangan glo-
bal di era digital dalam hubungannya dengan SDGs;

Penelitian lebih mendalam tentang stunting yang berkaitan dengan
keamanan dan mutu pangan, termasuk studi infeksi dan mikrobio-
ma;
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g, Pengembangan riset dan kajian untuk keperluan peningkatan daya
saing produk pangan Indonesia dalam upaya penyusunan regulasi
(standar, pedoman, dan praktik baik) secara regional maupun inter-
nasional, antara lain forum Association of Southeast Asian Nations, Co-
dex, International Plant Protection Convention, World Organization for
Animal Health, dan World Trade Organization.
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IV. PENINGKATAN PERILAKU

HIDUP BERSIH DAN SEHAT

1. Aspek Regulasi dan Kebijakan

a.

Mewajibkan kepala daerah untuk membuat regulasi turunan
(peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota) dari
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat sebagai upaya
sinergis mendorong perubahan perilakuy;

Mewajibkan kepala daerah untuk membuat regulasi turunan (pera-
turan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota) dari Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat sebagai upaya sinergis mendorong perubahan perilaku;

Penyempurnaan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) agar komponen promotif dan preventif menjadi bagian dari
pembiayaan yang ditanggung oleh BPJS;

Memasukkan perubahan perilaku hidup sehat ke dalam materi
pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti
oleh peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

Memasukkan perubahan perilaku hidup sehat ke dalam materi
pembekalan bagi calon pengantin dalam koordinasi Kementerian
Agama;

Konvergensi regulasi lintas sektoral antara Kementerian Agama, Ke-
menterian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak untuk perlindungan anak guna mencegah
pernikahan dini;

Mewajibkan penggunaan dana desa untuk program-program yang
mendukung perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
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2. Program, Monitoring dan Evaluasi

a.  Menyusun program intervensi perubahan perilaku  untuk
pencegahan stunting yang melibatkan institusi pendidikan, organisasi
profesi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Intervensi meliputi
advokasi komitmen stakeholders, advokasi media (media massa dan
media sosial), kampanye media, peningkatan kompetensi bidan dan
pemberdayaan kader, kunjungan rumah oleh Puskesmas, ceramah
tokoh agama dan tokoh masyarakat serta mobilisasi masyarakat se-
bagai saluran utama program perubahan perilaku, yang terintegrasi
fokus, lokus dan jadwal dengan intervensi spesifik dan sensitif, dan
pengembangan materi KIEA perubahan perilaku pencegahan stunt-
ing;

b. Menerapkan strategi komunikasi perubahan perilaku yang meng-
adaptasi kearifan lokal terkait pola asuh, pola konsumsi, lingkungan
yang higienis, memperkuat budaya yang positif, dan merekayasa bu-
daya yang negatif menjadi positif;

c.  Membuat gerakan perubahan perilaku pencegahan stunting dengan
kelompok sasaran utama: remaja puteri, calon ibu, ibu hamil, dan
ibu dengan anak balita, didukung oleh ayah, anggota keluarga
lainnya, bidan, kader dan warga desa/kelurahan di mana kelompok
sasaran utama berada. Gerakan perubahan perilaku untuk mewu-
judkan “Anakku Hebat Bangsaku Kuat” meliputi:

1. Remaja putri merencanakan kapan menikah, mengonsumsi
pangan bergizi seimbang dan aman, minum tablet tambah
darah setiap minggu, dan menjaga lingkar lengan atas tidak
kurang dari 23,5 cm;

2. Ibu hamil secara rutin minum tablet besi dan asam folat tanpa
absen, mengikuti kelas ibu hamil dan mempersiapkan “Sukses
ASI";

3. Pemeriksaan kehamilan dan konseling di fasilitas kesehatan
dilakukan sesuai jadwal;

4. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan langsung melakukan
Inisiasi Menyusu Dini berkualitas;
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Ibu memberikan air susu ibu (ASI) Eksklusif enam bulan penuh
dan meneruskan pemberian ASI sampai 2 tahun atau lebih,
mulai memberikan MP-ASI pada saat bayi tepat berusia enam
bulan dengan menu makanan bervariasi;

Melakukan pemeriksaan kesehatan bayi, ukur, timbang, mem-
berikan imunisasi, obat kecacingan dan vitamin sesuai jadwal;

Ibu dan ayah rajin bercerita dan bercanda dengan bayi sejak
baru lahir sampai remaja;

Mengonsumsi air minum yang sehat, aman, dan bebas dari ce-
maran.

Menggunakan jamban dan tangki septik yang aman sesuai
standar nasional Indonesia dengan pengurasan tangki septik
terjadwal serta sistem drainase rumah tangga yang didukung
sistem drainase dan pengolahan limbah di tingkat desa;

Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir di lima wak-
tu penting (sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan,
sebelum memberi makan, sesudah buang air besar, dan sesu-
dah memegang binatang);

Rumah sehat dengan sistem ventilasi dan cahaya alami yang
cukup, bebas tikus dan jentik nyamuk, dan ada tempat penyim-
panan makanan yang tertutup;

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap perubah-
an perilaku.

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

a.

Untuk mewujudkan “Anakku Hebat Bangsaku Kuat’, harus melibat-
kan seluruh potensi masyarakat demi terbangunnya kemandirian
masyarakat dalam memutuskan dan membangun kesehatan dan
kesejahteraannya, melalui mobilisasi masyarakat yang dimotori oleh
Kepala Desa. Warga desa secara bersama menemukenali perilaku
kesehatan yang ideal, perilaku layak yang dapat mereka lakukan



Rumusan Rekomendasi WNPG XI

sekarang, menyepakati solusi yang dapat mereka kerjakan sendiri
serta dukungan pemerintah.

b. Intervensi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting harus
memperhatikan penguatan lingkungan (enabling factor) dan pem-
berdayaan masyarakat meliputi upaya peningkatan pendapatan, pe-
mahaman dan penyadaran individu, keluarga dan masyarakat yang
memengaruhi pola asuh, pola konsumsi, dan kesehatan lingkungan.

4. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Untuk konvergensi dan kesinambungan program perubahan perilaku hidup
bersih dan sehat perlu ditetapkan koordinator program oleh presiden.

5. Aspek Riset

a. Penelitian formatif yang disesuaikan dengan konteks lokal se-
bagai bahan data dasar dalam penyusunan strategi komunikasi
perubahan perilaku.

b. Penelitian formatif yang disesuaikan dengan perilaku hidup sehat
menurut usia (terutama generasi milenial) termasuk dalam penggu-
naan gawai dan media sosial.
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V.

KOORDINASI
PEMBANGUNAN PANGAN
DAN GiZI

1. Aspek reqgulasi dan kebijakan

a.

Memperkuat regulasi dengan cara merevisi Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi
sehingga kewenangan kelembagaan menjadi luas dan dapat men-
jadi dasar penyusunan program dan kegiatan di berbagai tingkat
pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurah-
an) dan dapat mengatur pelibatan pemangku kepentingan (dunia
usaha, masyarakat madani, mitra pembangunan, perguruan tinggi
dan organisasi profesi.

Implementasi amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 dibutuhkan lemba-
ga yang berperan sebagai “Koordinator Nasional Pangan dan Gizi;”

Penurunan stunting sebagai indikator outcome pembangunan na-
sional secara eksplisit harus dicantumkan dalam RPJMN Tahun
2020-2024, dengan prinsip pembangunan yang multisektor,
holistik, integratif, dan berpihak kepada keluarga miskin, kelompok
rawan gizi, terisolir, dan tertinggal. Kebijakan ini diturunkan ke dalam
Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

Kebijakan yang menjamin terintegrasinya sistem pangan (produksi,
distribusi, konsumsi) dengan pencegahan stunting yang didukung
oleh teknologi pangan dan industri inovatif guna meningkatan nilai
tambah (ekonomi, keamanan dan mutu pangan dan gizi), perubahan
perilaku, dan penanggulangan kemiskinan.
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2. Aspek Program, Monitoring dan Evaluasi

a. Diperlukan instrumen untuk menjamin terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan yang efektif di pemerintah pusat (internal dan
antar K/L), pemerintah daerah (internal pemerintah daerah), pusat
dan daerah, pemerintah dan nonpemerintah, meliputi pemenuhan
ketahanan pangan, perubahan perilaku, pelayanan kesehatan, dan
penciptaan lingkungan sehat.

b. Diperlukan advokasi dan sosialisasi pencegahan stunting secara
sistematis kepada pemangku kepentingan, sehingga:

1. Dunia usaha melakukan perbaikan gizi kepada pekerjanya;
mendukung kebijakan pemerintah (seperti fortifikasi pangan,
pengendalian gula, garam, dan lemak) serta menggunakan
Corporate Social Responsibility untuk peningkatan gizi guna
pencegahan stunting;

2. Perguruan tinggi dan organisasi profesi melakukan pengab-
dian masyarakat, pendidikan gizi, dan mempersiapkan evidence
dasar penyiapan program dan kegiatan;

3. Masyarakat madani melakukan intervensi sesuai kondisi
masyarakat, monitoring sosial dan pendampingan.

d. Advokasi dan sosialisasi pencegahan stunting didukung oleh Good-
will Ambassador yang dipilin berdasarkan kriteria tertentu;

e. Kekurangan tenaga gizi di berbagai tingkat pemerintahan, baik
di Puskesmas maupun desa/kelurahan dipenuhi melalui formasi
aparatur sipil negara dan skema lain;

f.  SPM bidang kesehatan harus direvisi dengan memasukkan standar
pelayanan gizi untuk setiap kelompok umur;

g Monitoring penggunaan input dan proses serta evaluasi capaian out-
put dan outcome, termasuk mempersiapkan indikator keberhasilan
daerah, dilakukan secara terintegrasi lintas K/L.
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3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelak-
sanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan stunting dan menggali sumber
pendanaan di tingkat desa serta memberikan akses untuk memberdayakan
keluarga miskin.

4. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Memperkuat kelembagaan kabupaten/kota dan provinsi dengan menjadikan
pimpinan tertinggi (bupati/walikota, gubernur) menjadi penanggung jawab
pencegahan stunting yang disertai indikator keberhasilan daerah dalam
pencegahan stunting serta menyiapkan indikator proses yang diperlukan da-
lam pencegahan stunting.

5. Aspek Riset
a. Pemetaan stunting di Indonesia yang terkait dengan lokalitas, kon-
taminan, mutu pangan, perilaku, lingkungan, dan lainnya;

b.  Penyusunan peta jalan riset pangan dan gizi nasional dengan output
yang terintegrasi dengan memperhatikan karakteristik lokal;

C. Pengembangan produk-produk pangan yang bermutu.
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Bernutrisi untuk Ibu dan Anak

107. Slow Food Jabodetabek

Industri/Swasta (9)

108. Hellen Keller International

109. PT Phapros Tbk

110. Fortune PR

111. Nurtreen

112. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
113. SUN Business Network

114. PT Bakrie and Brothers Tbhk

115. PT Kelola Mina Laut

116. PT Unilever Tbk

117. PH & H Lobby Firm

Organisasi Internasional
(13)

118. World Bank

119. UNICEF

120. World Food Programme
121. US Soybean Export Council
122. HiVOS

123. Global Alliance for Improved
Nutrition

124. World Health Organization

125. Food and Agriculture Organization

126. FDI

127. Unified Physicians Network

128. Indonesian Nutrition Foundation
for Food Fortification

129. CODEX
130. Save The Children
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